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PUTUSAN
Nomor 294/Pdt.G/2019/PA Pare.

asa ) Gaa N Y A

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,
pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan
Jenderal Ahmad Yani Km 5, RT. 002, RW. 006, Kelurahan Bukit
Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sebagai
Penggugat;.

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Jual Bahan
Bangunan, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di
Jalan Tolambu No. 08,(dekat Kantor SKBS) RT. 003, RW. 001,
Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,
Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 25
Juni 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare
di bawah Register Perkara Nomor 294/Pdt.G/2019/PA Pare. tanggal 26

Juni 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, Penggugat

dengan Tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Soreang,
Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
209/32/V1/2013, tertanggal 25 Juni 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup
bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Jalan Tolambu No. 08, RT. 003, RW. 001,
Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Kota
Parepare selama kurang kebih 5 tahun 8 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semula berjalan rukun dan baik tetapi sejak pertengahan tahun 2015
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan
Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugatdisebabkan
karena :
a. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk
bahkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba.
b. Tergugat sering main judi online dan jika dinasihati
Tergugat tidak menghiraukan Penggugat.

6. Bahwa sejak bulan Maret 2019, antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena
Tergugat sering bermain Judi online dan jika dinasihati Tergugat
tidak perduli dengan nasihat Penggugat sehingga hal tersebut
membuat Penggugat merasa sakit hati atas perbuatan Tergugat dan
sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari
kediaman orang tua Tergugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Maret 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan
lamanya.
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8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga
besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk
merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Parepare cqg majelis hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra TergugatTergugat,
terhadap PenggugatPenggugat.

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain,mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak
datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di
persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan
yang sabh;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap
bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 294/Pdt.G/2019/PA
Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap
dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor
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Urusan Agama KecamatanSoreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor 209/32/V1/2013, tanggal 25 juni 2013;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya,
ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode
P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan
saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Saksi lL,umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
bertempat kediaman di Jalan Jendral Ahmad Yani, KM 5, Nomor 50,
RT 002, RW 006, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang,
Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung
Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal

di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tolambu, Nomor 08, Kota

Palu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai

suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya

berjalan rukun dan baik; namun pada sekitar tahun 2015

Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering

minum-minuman keras hingga mabu, bahkan Tergugat sering

mengkonsumsi Narkoba dan bermain judi online dan jika

dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sudah 6 (enam) bulan lamanya;
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- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah

memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka sudah tidak

saling memperdulikan lagi;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap

bersabar dan rukun kenbali dengan Tergugat namun Penggugat

sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
2. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
bertempat kediaman di JalanJendral Ahmad Yani, RT 002, RW 006,
Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare,
saksi menyatakan bahwa saksi adalah tante Penggugat, selanjutnya
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal

di rumah orang tua Tergugat di Jalan Tolambu, Kota Palu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2015

Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan

pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering

bermain judi, online, Tergugat sering minum-minuman keras

dan Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sudah 6 (enam) bulan lamanya;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah

memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka sudah tidak

saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Penggugat pernah dinasihati untuk kembali hidup

dengan Tergugat namun tidak berhasil,
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Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang
diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya
Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat
tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal
yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat
tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan
karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita
acara panggilan Nomor 294/Pdt.G/2019/PA Pare, panggilan mana telah
sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan
Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi
nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai
dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan
tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap
ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum
memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh
upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke
persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai
terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak pertengahan tahun 2015
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antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan
Penggugatyang  mengakibatkan ~ Penggugatpergi  meninggalkan
Terggugat sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang dan antara
keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga Penggugat
sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat
tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan
akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang
memiliki aspek-aspek lex specialis (khusus) sebagaimana yang diatur
dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap
dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat
sebagai bukti otentik, secara formal maupun materil telah memenuhi
syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal
tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan
perceraian;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di
bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana
memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi
sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat
mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
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tempat tinggal selama6(enam) bulan lamanya sehingga Majelis Hakim
menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena
telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan
keterangannyadapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis
hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisahtempat tinggal
selama 6 (enam) bulanlamanya dan sudah tidak saling
memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,
maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (marriage
breakdown) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk
dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya
sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya
perselisihan dan pertengkaran, apalagi Pengugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih secara berturut-
turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam
kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam
rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997
yang menyatakan :"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan
tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti
retak dan pecah;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa
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perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang
dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan
melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan
kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan
yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah
pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan
(mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi
Penggugat maupunTergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan
oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan
pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami
dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah
berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan
rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap
bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai
bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi
untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan
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Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat
dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat
(1) RBg;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh
karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam talak
Tergugat dijatuhkan dengan talak ba’in shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;
Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Parepare pada hari  Senin, tanggal
9September2019 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 9 Muharram
1441 Hijriyah., Oleh Drs llyas, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini
Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu
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juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum
dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs.
Abd. Rahim, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.Drs. llyas.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.
Panitera Pengganti

Drs. Abd. Rahim.
Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :  Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :  Rp 385.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai . Rp 6.000,00
Jumlah :  Rp 501.000,00

(lima ratus saturibu rupiah).
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